HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas

UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

PERSANDINGAN RUU KUP VERSI SURPRES vs USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA

Batang Tubuh

No Keputusan Rapat Timus dan Timsin
DIM RUU KUP USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA
1 RANCANGAN RANCANGAN e DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (27-09-21 11.04)
NOMOR ... TAHUN ... NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG TENTANG RANCANGAN
PERUBAHAN KELIMA ATAS UNDANG- HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG NOMOR ... TAHUN ...
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA TENTANG
PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
ESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
2. Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan | Menimbang: a. bahwa  untuk  mewujudkan | e DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja
Republik  Indonesia  adalah masyarakat Indonesia yang adil, | (27-09-21 11.05)
negara hukum berdasarkan :
) makmur, dan sejahtera . )
Pancasila dan Undang-Undang _ Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat
Dasar  Negara  Republik berdasarkan __Pancasila __dan Indonesia yang adil, makmur, dan
Indonesia Tahun 1945 vyang Undang-Undang Dasar Negara sejahtera berdasarkan Pancasila dan




HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas

UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No

Keputusan Rapat Timus dan Timsin

DIM RUU KUP USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA
menjunjung tinggi hak dan Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara
kewajiban warga negara, karena yang menjunjung tingai hak dan Republik Indonesia Tahun 1945 yang
itu m_enempatkan perpajakan kewaiiban warga negara. perlu menjunjung tinggi hak dan kewajiban
sebagai salah satu perwujudan warga negara, perlu menempatkan
kewajiban  kenegaraan  bagi menempatkan perpajakan sebagal perpajakan  sebagai  salah  satu
warganya Yyang merupakan salah satu perwujudan kewajiban perwujudan  kewajiban  kenegaraan
sarana peran serta dalam kenegaraan dalam upaya dalam upaya peningkatan kesejahteraan,
pembiayaan negara dan _ _ keadilan, dan pembangunan sosial;
. peningkatan kesejahteraan,
pembangunan nasional,
keadilan, dan  pembangunan
sosial;
3. bahwa penyebaran pandemi b. dihapus e DISETUJUI DROP sesuai usulan Rapat Panja
COVID-19 vyang semakin (27-09-21 11.05)
meluas secara global dan
nasional telah menimbulkan
berbagai dampak bagi Negara
Kesatuan Republik Indonesia
terutama di bidang
perekonomian sehingga
diperlukan upaya untuk
menanggulangi dampak
tersebut;
4. bahwa dalam rangka pemulihan b. bahwa untuk meningkatkan | e DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja
perekonomian diperlukan pertumbuhan perekonomian yang | (27-09-21 11.06)




HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas

UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No Keputusan Rapat Timus dan Timsin
DIM RUU KUP USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA
strategi konsolidasi fiskal yang berkelanjutan dan mendukung bahwa untuk  meningkatkan  pertumbuhan
berfokus pada perbaikan defisit percepatan pemulihan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung
anggaran dan peningkatan tax perekonomian, diperlukan percepatan pemulihan perekonomian, diperlukan
ratio yang antara lain dilakukan strategi  konsolidasi fiskal yang strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada
melalui  penerapan kebijakan berfokus pada perbaikan defisit perbaikan defisit anggaran dan peningkatan tax
peningkatan Kinerja penerimaan anggaran dan peningkatan tax ratio, yang antara lain dilakukan melalui penerapan
pajak, reformasi administrasi ratio, yang antara lain dilakukan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak,
perpajakan yang konsolidatif, melalui  penerapan kebijakan reformasi administrasi perpajakan, peningkatan
penciptaan sistem perpajakan peningkatan kinerja penerimaan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan
yang mengedepankan prinsip pajak, reformasi administrasi yang mengedepankan prinsip keadilan dan
keadilan dan kesetaraan, serta perpajakan, peningkatan basis kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan
peningkatan kepatuhan sukarela perpajakan, penciptaan sistem sukarela Wajib Pajak;
Wajib Pajak; perpajakan yang mengedepankan
prinsip keadilan dan kepastian
hukum, serta peningkatan
kepatuhan sukarela Wajib Pajak;
4A Usulan Fraksi e DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja
4B c. bahwa untuk menerapkan strategi (27-09-21 11.06)

konsolidasi fiskal yang berfokus
pada perbaikan defisit anggaran
dan peningkatan tax ratio
sebagaimana tersebut huruf b,
diperlukan penyesuaian kebijakan
di bidang ketentuan umum dan

bahwa untuk menerapkan strategi konsolidasi
fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit
anggaran dan peningkatan tax ratio sebagaimana
tersebut huruf b, diperlukan penyesuaian kebijakan
di bidang ketentuan umum dan tata cara




HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas

UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

NoO Keputusan Rapat Timus dan Timsin
DIM RUU KUP USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA
tata cara perpajakan, pajak perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan
penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak
nilai, dan cukai serta pengaturan karbon dan kebijakan peningkatan kepatuhan
mengenai  pajak karbon dan sukarela Wajib Pajak dalam satu Undang-Undang
kebijakan peningkatan kepatuhan secara komprehensif;
sukarela Wajib Pajak dalam satu
Undang-Undang secara
komprehensif;
5. d. bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan pertimbangan | e DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja
pertimbangan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam (27-09-21 11.06)
dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
dan huruf ¢, perlu membentuk membentuk Undang-Undang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
Undang-Undang tentang tentang Harmonisasi Peraturan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu
Perubahan Kelima atas Undang- Perpajakan; membentuk Undang-Undang tentang Harmonisasi
Undang Nomor 6 Tahun 1983 Peraturan Perpajakan;
tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan;
6 Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal | e
Pasal 23A Undang-Undang 23A  Undang-Undang  Dasar
Dasar Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun
Indonesia Tahun 1945; 1945;
7 2. Undang-Undang Nomor 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun | ¢ DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja

Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara

1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran

(27-09-21 11.09)




HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas

UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No
DIM

RUU KUP

USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA

Keputusan Rapat Timus dan Timsin

Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor
4999);

Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa Kali
diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009
(Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun

DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja
(27-09-21 11.09)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara




HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No
DIM

RUU KUP

USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA

Keputusan Rapat Timus dan Timsin

1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,
Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4893);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah
(Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 3264)
sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009
tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah
(Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 150,

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4893);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa Kkali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5069);




HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas

UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No Keputusan Rapat Timus dan Timsin

DIM RUU KUP USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA
Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5069);

8A Usulan Fraksi DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun (27-09-21 11.10)

1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
1995 Nomor 76, Tambahan Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Lembaran Negara Republik 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Tahun 1995 Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613)
Nomor 3613) sebagaimana telah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 11 Tahun 1995 tentang 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Cukai (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 4755);
Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4755);

8A Usulan Fraksi DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pengampunan Pajak
(Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 131,
Tambahan  Lembaran  Negara

(27-09-21 11.10)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan




HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas

UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No

Keputusan Rapat Timus dan Timsin

DIM RUU KUP USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA
Republik Indonesia Nomor 5899); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
dan dan
8A Usulan Fraksi e DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun (27-09-21 11.10)
2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran ~ Negara  Republik | 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tambahan  Lembaran  Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 6573); Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9 Dengan Persetujuan Bersama Dengan Persetujuan Bersama e DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK (27-09-21 11.11)
INDONESIA INDONESIA
dan dan Dengan Persetujuan Bersama
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN: dan
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG Menetapkan:  UNDANG-UNDANG TENTANG PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERUBAHAN KELIMA ATAS HARMONISASI PERATURAN
UNDANG-  UNDANG NOMOR PERZAARAN MEMUTUSKAN:
6 TAHUN 1983 TENTANG Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG
HARMONISASI PERATURAN
KETENTUAN UMUM  DAN PERPAJAKAN
TATA CARA PERPAJAKAN.
10 Pasal | BAB | e DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja




HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas

UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No

Keputusan Rapat Timus dan Timsin

DIM RUU KUP USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor Pasal 1 (27-09-21 11.13)
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata | (1) Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik asas: BAB |
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan a. keadilan; Pasal 1
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor b. kesederhanaan; (1) Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan
3262) yang telah beberapa kali diubah terakhir c. efisiensi; asas:
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 d. kepastian hukum; a. keadilan;
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti e. kemanfaatan; b. kesederhanaan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang f. kepentingan nasional c. efisiensi;
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 d. kepastian hukum;
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata e. kemanfaatan;
Cara Perpajakan  Menjadi  Undang-Undang f. kepentingan nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999), diubah sebagai berikut:

10 (2) Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk: DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja

a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian
yang  berkelanjutan  dan  mendukung
percepatan pemulihan perekonomian;

b. mengoptimalkan penerimaan negara guna
membiayai pembangunan nasional secara
mandiri menuju masyarakat Indonesia yang
adil, makmur, dan sejahtera;

c. mewujudkan sistem perpajakan yang lebih

(27-09-21 11.13)

(2) Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:

a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang
berkelanjutan dan mendukung percepatan
pemulihan perekonomian;

b. mengoptimalkan penerimaan
membiayai pembangunan

negara
nasional

guna
secara




HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas

UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No Keputusan Rapat Timus dan Timsin
DIM RUU KUP USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA

berkeadilan dan berkepastian hukum; mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil,

d. melaksanakan reformasi administrasi, makmur, dan sejahtera;
kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan c. mewujudkan sistem perpajakan yang lebih
perluasan basis perpajakan; dan berkeadilan dan berkepastian hukum;

e. meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib d. melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan
Pajak. perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis

perpajakan; dan
e. meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.
10 (3) Dalam rangka mencapal tujuan sebagaimana | e DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja

dimaksud pada ayat (2), Undang-Undang ini

mengatur kebijakan strategis yang meliputi:

a. perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah ~ Pengganti ~ Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

(27-09-21 11.13)

(3)Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Undang-Undang ini
mengatur kebijakan strategis yang meliputi:

a. perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5

10




HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No
DIM

RUU KUP

USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA

Keputusan Rapat Timus dan Timsin

Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4999);

b. perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak  Penghasilan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4893);

c. perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4999);

perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4893);

perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
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HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No
DIM

RUU KUP

USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA

Keputusan Rapat Timus dan Timsin

Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5069);

d. pengaturan mengenai program peningkatan
kepatuhan Wajib Pajak;

e. pengaturan mengenai pajak karbon; dan
perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1995 tentang Cukai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 1995  Nomor 3613)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
pengaturan mengenai program peningkatan
kepatuhan Wajib Pajak;

pengaturan mengenai pajak karbon; dan
perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4755).
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HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas

UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No Keputusan Rapat Timus dan Timsin
DIM RUU KUP USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA
Indonesia Nomor 4755).
10 BAB Il e DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA (27-09-21 11.13)
PERPAJAKAN
BAB II
Pasal 2 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 PERPAJAKAN

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Pasal 2

Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999), diubah sebagai
berikut:

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999),
diubah sebagai berikut:
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HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas

UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No

Keputusan Rapat Timus dan Timsin

DIM RUU KUP USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA
10a Usulan Fraksi e DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja
10f 1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (27-09-21 11.13)
10k (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (5) Pasal 2 dihapus,
serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10), | 1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1
sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (5) Pasal 2 dihapus,
serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10),
sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
UU existing tidak berubah Pasal 2
(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi
(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan
persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor
perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor
kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya Pokok Wajib Pajak.
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
10b Usulan Fraksi e DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja
10g (27-09-21 11.15)
10k (1a) Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang
pribadi yang merupakan penduduk Indonesia
menggunakan nomor induk kependudukan.

(1a) Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang
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HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No
DIM

RUU KUP

USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA

Keputusan Rapat Timus dan Timsin

merupakan penduduk Indonesia menggunakan
nomor induk kependudukan.

UU existing tidak berubah

(2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang
dikenai pajak berdasarkan Undang- Undang
Pajak  Pertambahan  Nilai 1984 dan
perubahannya, wajib melaporkan usahanya
pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau
tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat
kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan
menjadi Pengusaha Kena Pajak.

(2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang
dikenai pajak berdasarkan Undang- Undang
Pajak  Pertambahan  Nilai 1984  dan
perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada
kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat
kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan
usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi
Pengusaha Kena Pajak.

UU existing tidak berubah
(3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:

a. tempat pendaftaran dan/atau tempat
pelaporan usaha selain yang ditetapkan
pada ayat (1) dan ayat (2); dan/atau

b. tempat pendaftaran pada kantor Direktorat
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal dan kantor
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah

(3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:

a. tempat pendaftaran dan/atau  tempat
pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada
ayat (1) dan ayat (2); dan/atau

b. tempat pendaftaran pada kantor Direktorat
Jenderal Pajak yang wilayah Kkerjanya
meliputi tempat tinggal dan kantor
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
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HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas

HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru
ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop

MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No
DIM

RUU KUP

USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA

Keputusan Rapat Timus dan Timsin

kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha
dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi
pengusaha tertentu.

kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha
dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi
pengusaha tertentu.

UU existing tidak berubah

(4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor
Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan
Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila
Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

(4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor

Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan
Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila
Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak
melaksanakan  kewajibannya  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

UU existing tidak berubah

(4a) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang
diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak
dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak secara jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat
Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif
dan objektif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan,
paling lama 5 (lima) tahun sebelum
diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak

(4a) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang

diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau
yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan
perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum
diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak
dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha
Kena Pajak.
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HITAM : disepakati, sudah dibahas, rumusan tetap HIJAU : disepakati, sudah dibahas, rumusan baru MERAH: belum disepakati, substansi belum disepakati
BIRU : disepakati, sudah dibahas, sepakat setelah bahas ORANGE : disepakati, sudah dibahas, usulan drop COKLAT GELAP : belum disepakati, surpres belum dibahas
UNGU : belum disepakati, usulan fraksi belum dibahas

No Keputusan Rapat Timus dan Timsin
DIM RUU KUP USULAN BERDASARKAN RAPAT PANJA
dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha
Kena Pajak.
10c | --- Usulan Fraksi e DISETUJUI sesuai usulan Rapat Panja
10h | UU existing (27-09-21 11.16)
10k